
 
 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 
 

RANCANGAN 
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
NOMOR…TAHUN 2017 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG 

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka 
mengoptimalkan pendapatan dan pelayanan kepada 
masyarakat perlu dilakukan penyempurnaan agar 
pelaksanaannya berjalan dengan baik; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi 
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan 
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1106); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
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UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5979); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata 
Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang 
Pemberian Insentif dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1199); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

10. Keputusan Presiden Nomor137/P Tahun 2013 tentang 
Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si 
sebagai Gubernur dan H. M. Mukmin Faisyal, SH sebagai 
Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 
2013-2018; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan 
TimurNomor3Tahun 2012 tentangRetribusiPerizinan 
Tertentu(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
TimurTahun 2012 Nomor3, TambahanLembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan TimurNomor 53); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
dan 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG 
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 
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Pasal I 
 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur 
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 53), diubah sebagai berikut: 

 
 

1. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 12 
 

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek dan Izin Usaha 
Perikanan tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

  
2. Pasal 34 dihapus. 
 
 
  Pasal II 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Timur. 

 
 

Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal   
 
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, 
 

 
 

 
  DR. H. AWANG FAROEK ISHAK 

Diundangkan di Samarinda 
pada tanggal  
 
SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSIKALIMANTAN TIMUR, 
 

 
 
 
           DR. H. RUSMADI            
 
 
 
 
LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR ... 
 
 
NOREG PERATURANDAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (..../2017) 


